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Abstarct 

Implementation Of Service And Fulfillment Of Rights Of Disabled In The Field 

Of Education In An Extraordinary In The City Of Surabaya. Children with disabilities 

are the one who is often marginalized and ostracized in the community. With that in mind, 

there's a school specialized for children with disabilities. At YPAC Surabaya Special 

School, they gave over-the-top cares and attention to all children with disabilities. The 

children will be getting an inclusive high-quality education that will help with their child 

development. This school provides coaching and rehabilitation programs to help students 

with disabilities to socialize and develop their creativity. These programs are specialized 

for each individual based on their types of disabilities. Getting education is a human rights 

for all Indonesian citizens, including children with disabilities. The issue that we faced 

today is, our government unconsciously ignoring the interests of the people with 

disabilities. This study aims to determine how the implementation of government 

programs/services and fulfillment of the rights of people with disabilities in the field of 

education in Special Schools in the city of Surabaya. This study uses a qualitative 

description research method.  The results of this study are the existence of inclusive 

education provided by the Surabaya Foundation for the Development of Disabled Children 

is very helpful for children with disabilities in getting proper educations. Education is not 

the only thing that the children would get. They will be rehabilitated, which in return will 

increase confidence in exploring the creativity of each individual. The role of the 

government is also very influential in this inclusive education which will help the children 

get easy access to available services and obtaining their human rights.  If the government 

does not guarantee this inclusive education properly, it will be very difficult for people with 

disabilities to access all these programs and services. Which means that the government or 

the State fails to fulfill the rights of the people with disabilities.   
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikanaiamerupakanaiakebutuhanaadasaraiasetiapaamanusiaaauntukaiamenjamin 

keberlangsunganahidupnyaaagaralebihibermartabat.iKarenaiituinegaraamemilikiikewajiban 

untukamemberikanipelayanan pendidikaniyang bermutuikepada setiapiwarganya tanpa 

terkecualiitermasuk merekaiyang memilikiiiperbedaan dalamiikemampuan sepertiiiyang 

tertuangipadaiUUD 1945ipasal 31i(1) Anak–anakiyang memilikiiperbedaan kemampuan 

disediakaniifasilitas pendidikaniikhusus disesuaikanidengan derajatidan jenisiidifabelnya 

yang disebutidengan SekolahiLuariBiasa (SLB). (Indonesia, UUD 1945 pasal 31 ayat 1) 

Pernyataaniini jugaidiperkuat denganiUndang-UndangiNo.20itahun 2003itentang 

SistemiPendidikaniNasional, Pasali5, ayati2 yangiberbunyi wargainegara yangimemiliki 

kelainanifisik,iiemosional,iimental,iiintelektual, dan/iatau sosialiiberhakiimemperoleh 

pendidikaniikhusus; daniiayat 4iiyangaberbunyiawarga negaraayang memilikiapotensi 

kecerdasanadan bakataistimewa berhakamemperoleh pendidikanakhusus. (Indonesia, 

UU No 20 , 2003). 

 Penyandangadisabilitas adalahaorang yangamengalami keterbatasanifisik danamental 

sehingga mengalamiakesulitan dalamaberinteraksi denganalingkungannya danamengalami 

kesulitanauntuk menerimaapelayanan publikayang tidakaaksibel. Dariahal tersebutamaka 

sangataidibutuhkan tersedianyaaapelayanan publikaiyang bersifataiaksibel sehingga 

penyandangidisabilitas nantinyaiakan sangatimudah untukimengaksesnya. (Bagas, 2019). 

Secaramumummpendidikanmadalah usahamsadar danaterencana untukamewujudkan 

suasanaabelajar danaproses pembelajaranaagar pesertaadidik secaraiaktifimengembangkan 

potensiapribadinya untukamemiliki kekuatanaspiritualakeagamaan, pengendalianadiri, 

kepribadian,akecerdasan,aakhlaqmmuliamdanmketerampilan yangmdiperlukanmdirinya, 

masyarakat,abangsa danaNegara (Indonesia, UU No 2 pasal 1 ayat 1, 2003). Olehasebab 

ituminti darimpendidikan inklusimadalah hakmazasi manusiamatasmpendidikan.mSuatu 

konsekuensialogisadariahakainiaadalah semuaaanak mempunyaiahak untukamenerima 

pendidikanaiyang tidakaimendiskriminasikan denganaikecacatan,aetnis,aagama,abahasa, 

jenisaikelamin,akemampuan danalain-lain.aTujuan praktisaiyang inginaidicapaiaidalam 

pendidikanainklusiameliputiatujuanalangsungaolehaanak, olehaguru, olehaorangatuaadan 

olehamasyarakat. 

Setiapaiindividu memilikiaihak danakewajiban yangaiharusaidiembannya,aitermasuk 

penyandangicacat meskipunisebagian masyarakatimasih memandangibahwaipenyandang 

cacatitergolong individuiyang tidakiberguna danihanya menjadiibeban bagiikeluarganya 

danijuga bagiinegara. Salahasatu hakapenyandang cacatayaitu terpenuhinyaakebutuhan 

terkaitiberbagai pengetahuanimaupun informasiiyang sangatiberguna sebagaiibekaliuntuk 

membantuikemandirianipenyandang cacatidi masaimendatang. (Mutia, 2015) 

Pelayananipublikiseharusnya memperhatikaniasas-asasikeadilan daninon-diskriminatif, 

sepertiitercantumidalam UUino 25/2009 tentangiPelayananiPublik.iMenurutiUUitersebut, 



pelayananipublikidikatakanibaikijikaimemenuhiibeberapaiasas-asasikepentinganaumum, 

kepastianahukum, kesamaanahak, keseimbanganahak danakewajiban,akeprofesionalan, 

partisipatif,aipersamaanaiperlakuana/atindakaidiskriminatif,aiketerbukaan,aiakuntabilitas

,fasilitasidaniperlakukanikhususibagiikelompokirentan,iketepataniwaktu,isertaikecepatan 

kemudahanadanaketerjangkauan. (Indonesia, UU No 25, 2009) Denganademikian, jelas 

bahwaaseharusnya pelayananapublik tetapamemperhatikan keadilanadan ramahaterhadap 

masyarakataberkebutuhan khususaseperti kaumadifabel sebagaiasalah satuakelompok 

masyarakatarentanaselainawanitaadanaanak-anak (Indriyany, 2015).  

Seperti halnya pada sekolah luar biasa ypac Surabaya memberikan upayaipemenuhan 

hak-hakipenyandang disabilitasidilakukan denganimemberikan fasilitasipendidikanimulai 

dariajenjang pendidikaniterendahiTamanaKanak-Kanaka(TK)ahingga SekolahiMenengah 

Atasa(SMA). Disekolah luar biasa ini sudah menerapkan kurikulum 2013 tentang 

pendidikan khusus yang ditetapkan kemendikbud perdirjen No.10 Tahun 2017, kepala 

sekolah mengadopsi dan mengadaptasikan menyesuaikan individu siswa dengan kualitas 

siswa,intelektual siswa,keadaan siswa, dan tetap mengupayakan skala prioritas. Tidak itu 

saja yang diberikan tetapi sekolah khusus ini memberikan pelayanan rehabilitasi kepada 

siswa agar percaya diri anak difabel terus meningkatkan sehingga dapat mengetahui 

bakat yang ada di diri anak didik tersebut. Tetapi terdapatahambatan-hambatanayang 

dijumpaiidalam upayaipemenuhan hakibagi penyandangidisabilitas adalahitidakiadanya 

balaiarehabilitasi milikapemerintah, terbatasnyaaanggaranadana, kurangnyaatenagaaahli 

yangaprofesional, kurangnyaaikesadaran orangaitua yangamemiliki anakaipenyandang 

disabilitas.  

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa sekolah luar biasa ypac Surabaya 

telah melakukan usaha pelasanaan pelayanan dan pemenuhan hak pendidikan terhadap 

difabel  sudah memadai dan melakukan pelayanan denganabaik, namunapenelitiaingin 

mengetahuiiseberapa besaripelayanan yangidiiberikan, sehinggaipenelitianitertarikiuntuk 

membahasmmengenai bagaimanampelaksanaan pelayananmdan pemenuhanmhak-hak 

penyandangmdisabilitas dalammbidang pendidikanmpada sekolahmluar biasamdi Kota 

Surabayamagar dapatmmendorong kepuasanmpelayanan yangmdiberikan olehmYPAC 

Surabayaimenjadiioptimalidanilebihibaik.  

B. Kajian Teori 

Menurut (Sinambela, 2010) padaadasarnya setiapamanusia membutuhkanapelayanan, 

bahkanasecara ekstrimadapat dikatakanabahwa pelayananatidak dapatadipisahkan dengan 

kehidupanamanusia. Samparaaberpendapat, pelayananaadalah suatuakegiatan yangaterjadi 

dalamainteraksi langsungaantaraseseorang denganaorang lainaatau mesinasecara fisik,adan 

menyediakanmkepuasanmpelanggan. Sementaramitu, istilahmpublik berasaladari Bahasa 



Inggrisapublik yangaberartiaumum,amasyarakat,aNegara (Lukman, 2000). Olehakarenaaitu 

pelayananaipublikaidiartikanaisebagaiiisetiapiikegiataniiyangiidilakukaniiolehaipemerintah 

terhadapasejumlah manusiaayang memilikiasetiap kegiatanayang menguntungkanadalam 

suatuaikumpulanaiatauaikesatuan,mdanaimenawarkanaikepuasanameskipunahasilnyaatidak 

terikatipada suatuiproduk secaraifisiki(Pasolong, 2007). Pendidikaniharusimengedepankan 

asasiketerbukaan danidemokrasi padaisemua orang. Pendidikanidi siniidimaksudkaniagar 

pendidikanidapat diperolehisemua kalanganimasyarakat tanpaimemandang lataribelakang 

masyarakatitersebut. Prinsipiini sesuaiidalami(Indonesia, UU No 2 pasal 4 ayat 1, 2003) 

yangiberbunyi “pendidikanidiselenggarakan secaraidemokratis daniberkeadilan sertaitidak 

diskriminatifidengan menjunjungitinggiihakiasasiimanusia,nilaiikeagamaan,inilaiikultural, 

danikemajemukanibangsa” . Haliini berartiibahwa pendidikanimemberikan tawaraniuntuk 

hidupaiberkeadilan, karenaaidalam pendidikanaitidakaimembeda-bedakanaikastaaataupun 

golonganitermasuk jugaipara kaumidisabilitas. 

 Menurut (LijanPoltak, 2006, p. 6) dalamabukunya “Reformasi Pelayanan Publik: 

Teori, Kebijakan dan Implementasi”, secaraiteoritisitujuan pelayananipublik padaidasarnya 

adalahimemuaskanimasyarakat. Untukamencapaiakepuasan ituadituntut kualitasapelayanan 

primaayangatercerminadari: 

1. Transparan yaitu Pelayananayang bersifataterbuka, mudahadan dapatidiakses olehisemua 

pihakiyang membutuhkanidan disediakanisecara memadaiiserta mudahidimengerti. 

2. Akuntabilitasmyaitu Pelayananmyang dapatmdipertanggung jawabkanmsesuaimdengan 

ketentuanaperaturanaperundang-undangan. 

3. Kondisionalayaitu Pelayananayang sesuaiadengan kondisiadan kemampuan pemberi dan 

penerimaapelayananadenganatetapaberpegangakepadaaprinsipaefisiensiadanaefektivitas. 

4. PartisipatifaiyaituaiPelayananaiyangaidapataimendorongaiperanasertaamasyarakatadalam 

penyelenggaraanipelayananipublicidenganamemperhatikaniaspirasi,ikebutuhan,idaniharapan 

masyarakat. 

5. KesamaanaHak yaituaPelayanan yangatidak melakukanadiskriminasi dilihatadari aspek 

apapunikhususnyaisuku,iras,igolongan,istatusisocial, danilainilain. 

6. Keseimbanganahak danakewajiban yaituapelayanan yangamempertimbangkanaaspek 

keadialanaantaraapemberiadanapenerimaapelayananapublik. 

C. Metode Penelitian 

Tipeipenelitian yangidigunakanidalamipenelitianiadalahapenelitian deskriptifakualitatif. 

Terkaitadengan rumusanamasalah yangaada makaapenyusunamenggunakan jenis penelitian 

kualitatif, yakniapenelitian yangadi lakukanalangsung dialapangan. Penelitianadialakukan 

secaraalangsung keaobyekapenelitian yakniasekolah luarabiasa YPACaiKota Surabaya  

terletakadi Jl. SemolowaruaUtara 5ano.a2A, Surabaya, untukamendapatkanadata-data yang 

validadan relevanamengenai Pendidikanakhususadifabel. Penelitianadeskriptif adalahasalah 



satuijenis penelitianiyang tujuannyaiuntuk salahisatu jenisipenelitian yangibertujuaniuntuk 

mendeskripsikanifenomena-fenomenaiyang adaibaik fenomenaialamiah maupunifenomena  

buatanimanusia. (Sukmadinata, 2006). SedangkanaMenurut (Creswell, 2010),apenelitian 

kualitatifamerupakanametode-metodeauntuk mengeksplorasiadan memahamiamakna yang 

olehasejumlah individuaatau sekelompokaorang dianggapaberasal dariamasalah sosialaatau 

kemanusiaan. Adapunaindikator pelayananapublikimenurut (LijanPoltak, 2006, p. 6)auntuk 

mencapaiikepuasan ituidituntut kualitasipelayanan primaiyang tercerminidari: 

1. TransparaniyaituiiPelayananiiyangiibersifatiterbuka,amudahidanidapatidiaksesiolehisemua 

pihakiyang membutuhkanidan disediakanisecara memadaiiserta mudahidimengerti. 

2. AkuntabilitasmyaitumPelayananmyang dapatmdipertanggung jawabkanmsesuai dengan 

ketentuanaperaturanaperundang-undangan. 

3. KondisionaliyaituiPelayananiyangisesuaiidenganakondisiadanakemampuanapemberiadan 

penerimaipelayananidenganitetapiberpegangikepadaiprinsipiefisiensiidaniefektivitas. 

4. Partisipatifaiyaitu Pelayananayang dapatamendorong peranaserta masyarakatadalam 

penyelenggaraanaipelayananaipublicaidengan memperhatikanaiaspirasi,akebutuhan, dan 

harapanamasyarakat. 

5. KesamaanaHakayaitu Pelayananayang tidakamelakukan diskriminasiadilihat dariaaspek 

apapunikhususnyaisuku,iras,igolongan,istatusisocial, danilainilain. 

6. Keseimbanganaihak danakewajiban yaituaipelayanan yangaimempertimbangkanaiaspek 

keadialaniantara pemberiidan penerimaipelayananipublik 

 Jenisaidan sumberaidata yangaidigunakan adalahaidata primeraiyaituaimelakukan 

penelitianasecara langsungadi lapanganadengan melakukanawawancara kepadaakepala 

sekolahaaYPAC Surabayaaaidan dataaaisekunder yaituaadiperoleh dengan cara 

mengutip,amempelajari,adan,amenelaah dariabuku-bukuareferensi, peraturanaiundang-

undang,ainternet atauasumber-sumberalain lainayang terkaitadengan masalahayangiakan 

dibahas.aUntuk mengumpulkanaidata primeraidan dataaiskunder tersebutaipeneliti 

menggunakanaiteknik pengumpulanaidata tersebutaadengan caraaawawancaraaidan 

dokumentasi.  

 

D. Hasil Penelitian

Dalamipenelitian iniapeneliti menggunakaniindikator menuruta(LijanPoltak, 

2006, p. 6) dalamabukunya “ReformasiaPelayananaPublik:aTeori,aKebijakanadan 

Implementasi”,isecaraiteoritis tujuanipelayanan publikipada dasarnyaiadalah memuaskan 

masyarakat. Untukaimencapai kepuasanaitu dituntutaikualitas pelayananaiprima yang 

tercermin dari: 

1. Transparan  

 Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang 



membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. selain itu 

menurut uu no.8 pasal 40 tahun 2016 kepada pemerintah wajib memfasilitasi dan 

memudahkan akses untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan jenjang 

pendidikannya dan jenisnya tanpa terkecuali. Maka Pemerintah harus menjamin 

kemudahan akses untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak dan bermutu kepada 

seluruh warna Negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk untuk anak penyandang 

disabilitas. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa dalam pelaksanaan 

pelayanan pada pendidikan kebutuhan khusus ini pemerintah sudah memberikan 

kemudahan akses dan dukungan fasilitas sarana dan prasana dalam menunjang 

pembelajaran murid penyandang disabilitas dan tersedia secara memadai dan 

berkualitas. Dengan begitu semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk secara 

aktif potensi dirinya dalam lingkungan yang sama.  

2. Akuntabilitas 

 Pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Dengan adanya pendidikan khusus difabel atau pendidikan 

inklusi , semua anak memiliki hak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali termasuk 

anak penyandang difabel. Dengan adanya pendidikan inkusi dan sekolah khusus difabel 

akan membuat mereka penyandang disabilitas terbiasa berinteraksi tidak hanya dengan 

sesama penyandang disabilitas saja. Hasil dari penelitian penulis menunjukan bahwa 

dengan adanya sekolah khusus anak difabel ini sangat membantu dalam menangani 

permasalahan pemenuhan hak dalam bidang pendidikan dan memang harus ada sekolah 

khusus anak bekebutuhan kusus sesuai undang-undang no 34 berhak mendapatkan 

pendidikan yang layak dan brmutu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah 

Kota Surabaya terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas pada bidang 

pendidikan khusunya. 

3. Kondisional  

 Pelayananayang sesuaiadengan kondisidanakemampuan pemberiadanapenerima 

pelayananadengan tetapaberpegang kepadaaprinsip efisiensiadan efektivitas. Dalam 

pengelolaan pendidikan khusus harus sesuai dengan undang-undang dasar 1945 sudah 

denganategas menjaminapara penyandangadisabilitas untukamendapatkan pendidikan 

yang layak. Setiapiorang berhakimendapatkan kemudahanidan perlakuanikhususiuntuk 

dapatikesempatan mengembanipendidikan tanpaiterkecuali termasukianakipenyandang 

disabilitas. Pengelolaan yang baik untuk anak didik juga harus di kembangkan jauh 

lebih baik untuk sekolah khusus difabel. Hasil dari penelitian penulis menunjukan 

bahwa pengelolaan pelayanan dibidang pendidikan menyesuaikan kurikulum yang 

sudah ditetapkan kemendikbud perdijen no.10 tahun 2017 tentang kurikulum 2013 

pendidikan khusus, selanjutnya diadopsi untuk mengadaptasikan dan menyesuaikan 

individu siswa. Jadi disesuaikan dengan kualitas siswa,keadaan siswa, dan skala 

prioritas. tidak hanya pendidikan yang berikan tapi juga memberikan rehabilitasi 



kepada siswa penyandang disabilitas agar lebih mandiri dan percaya diri dengan 

kemampuan masing-masing anak disabilitas. 

4. Partisipatif 

 Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Sudah ditegaskan dalam undang-undang tentang pendidikan inklusi yaitu dengan 

diselenggarakan pendidikan inklusi dapat mengembangkan potensi atau bakat yang ada 

didalam diri individu masing-masing anak penyandang disabilitas. Agar pendidikan 

inklusi berkembang lebih baik lagi pemerintah kota harus mempunyai kebijakan untuk 

intensif memperhatikan pendidikan anak difabel. Hasil dari penelitian penulis 

menunjukan bahwa tetap harus dicanangkan bahwa sekolah difabel tetap membutuhkan 

naungan dari pemerintah kota Surabaya, jadi apapun yang sudah diberikan kalau bisa 

ditambah jangan malah dikurangin dan kepada pemerintah khuususnya di Surabaya 

agar lebih menunjukan kepedulian dengan memberikan fasilitas umum yang ramah 

bagi anak berkebutuhan khusus. Dan masyarakat berharap untuk kedepannya agar 

menambah dan memperbakin lagi kualitas dan sistem pendidikan untuk anak difabel 

agar lebih baik lagi, dan mereka mampu memanfaatkan kualitas dan sistem pendidikan 

yang diberikan oleh pemerintah serta mengadakan sekolah negri milik pemerintah di 

kota Surabaya untuk sekolah luar biasa bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan 

mendengarkan aspirasi masyrakat pemerintah akan melakukan kebijakan yang lebih 

baik lagi khususnya pada pendidikan inklusi. 

5. Kesamaan hak 

 Pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya 

suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain. Adanya undang-undang no.8 

tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, diharapkan dapat memberikan hak dan 

kesempatan yang lebih baik bagi penyandang diasbilitas di Indonesia. Mulai dari hak 

untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, khususnya mendpatakan pendidikan hingga 

kemudahan akses fasilitas umum. Tetapi masih banyak diskrimanasi yang dilakukan 

oleh berbagai lembaga untuk memasukkan kriteria yang tidak memperbolehkan anak 

disabilitas masuk kedalam perguruan tinggi negri. Untuk itu harus ada campur tangan 

pemerintah untuk menghentikan diskrimansi tersebut. Hasil dari penelitian penulis 

menunjukan bahwa dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang 

pendidikan tidak ada diskriminasi. Dikarenakan di sekolah luar biasa ypac Surabaya 

menyamakan pelayanan pendidikan tidak memandang sebelah mata jenis disbailitasnya 

akan tetapi semua diberikan layanan yang merata dan diberikan hak untuk mengemban 

pendidikan yang layak dan berkualitas. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 

Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadialan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. Memberikan motivasi belajar sangat penting bagi anak berkebutuhan 



khusus bagi proses pembelajaran siswa. Karena dapat mendorong dan mengarahkan 

kegiatan pembelajaran. Peran penting dalam pendidikan salah satunya adalah 

memberikan motivasi agar anak didik dapat kembali semangat dalam menempuh 

pendidikan khususnya anak berkebutuhan khusus yang harus diperhatikan lebih. Hasil 

dari penelitian penulis menunjukan bahwa dengan memotivasi dan membiarkan mereka 

unutk mengaktualisasikan diri , mengekspresikan diri untuk dia bisa mengembangkan 

diri itu salah satu motivasi yang fondasinya mereka agar mereka percaya diri. Serendah 

apapun tingkat intelektual mereka pasti ada satu titik yang mereka tonjolkan bahkan 

melebihi anak normal pada umumnya. Dengan begitu anak didik mendapatkan keadilan 

pelayanan yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain.  

E. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Transparan  

Dalam pelaksanaan pelayanan pada pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus ini  

sudah mudah diakses dan terbuka. Hal ini terbukti dengan dukungan pemerintah 

memberikan kemudahan akses dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana dalam 

menunjang pembelajaran untuk anak penyandang disabilitas pada sekolah luar biasa 

YPAC Surabaya. 

2. Akuntabilitas  

Dengan adanya pendidikan khusus disabilitas di YPAC Surabaya ini membantu dalam 

menangani permasalahan pemenuhan hak dalam bidang pendidikan. Hal ini 

dipertanggungjawabkan dalam undang-undang bahwa setiap warga berhak mendapatkan 

pendidikan tidak terkecuali anak penyandang disabilitas. 

3. Kondisional  

Pelaksanaan Pelayanan pendidikan dan pemenuhan hak anak disabilitas di sekolah luar 

biasa YPAC Surabaya sudah efektif. Dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan 

anak berkebutuhan khusus pada tingkat disabilitasnya untuk mendapatkan pelayanan 

pendidikan yang bermutu.  

4. Partisipatif  

Partisipatif pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan pendidikan belum efektif. Hal ini 

ditunjukan dengan aspirasi atau harapan masyarakat yang belum terwujudnya sekolah 

luar biasa Negri milik pemerintah di Kota Surabaya. 

5. Kesamaan Hak 

sekolah luar biasa YPAC Surabaya menerapkan pelaksanaan pelayanan pendidikan yang 

tidak diskriminasi. Dengan menyama ratakan pelayanan dan tidak memandang sebelah 

mata jenis disabilitasnya semua diberikan layanan yang merata dan diberikan hak untuk 

mengemban pendidikan yang layak dan bermutu. 

6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban 



Sekolah luar biasa di YPAC Surabaya melakukan pelayanan yang mempertimbangkan 

aspek keadilan untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan memberikan dukungan dan 

rehabilitasi semua anak didiknya sehingga dapat membentuk sikap percaya diri dan 

mengembangkan bakat untuk masing-masing individu. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberi saran 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak instant terkait agar dapat memberikan pelayanan 

yang lebih baik kepada masyarakat khususnya pada pelaksanaan pelayanan dan 

pemenuhan hak dlam bidang pendidikan di Kota Surabaya yaitu indikator yang belum 

efektif pada pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas 

pada sekolah luar biasa di Kota Surabaya yaitu partisipatif pemerintah. Diharapkan 

pemerintah lebih aware dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam 

lingkungan sekolah dengan lebih sering mengadakan forum konsultasi atau sosialisasi 

bersama wali murid untuk menampung aspirasi atau harapan dari pihak orang tua serta 

menerapkan teknologi mengikuti perkembangan era digitalisasi. 
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